WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ““~ TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN SIAGA DARURAT BENCANA BANIJIR, GELOMBANG PASANG LAUT
(ROB) DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat

a.

TAHUN 2021-2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya Bencana Banjir, Gelombang
Pasang Laut (ROB) dan Angin Puting Beliung di Kota
Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin
memandang perlu untuk menetapkan Status Siaga
Darurat;

bahwa penetapan Status Siaga Darurat Bencana
Banjir, Gelombang Pasang Laut (ROB) dan Angin
Puting Beliung berdasarkan hasil kesimpulan
prakiraan musim hujan di wilayah Kota Banjarmasin
tahun 2021 - 2022 oleh Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika Banjarmasin pada Rapat
Koordinasi tanggal 18 Nopember 2021 dan kejadian
bencana banjir di beberapa Kabupaten di Provinsi
Kalimantan Selatan serta pasang dalam di Kota
Banjarmasin pada bulan Nopember 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Siaga
Darurat Bencana Banjir, Gelombang Pasang Laut
(ROB) dan Angin Puting Beliung di Kota Banjarmasin;

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);



2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap
Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

11.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12

13.

14.

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

15.Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun

2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);



Memperhatikan : 1.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 586 Tahun
2021 tentang Penetapan Status Siaga Banjir, Tanah
Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di
Kota Banjarmasin Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir,
Gelombang Pasang Laut (ROB) dan Angin Puting Beliung
di Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2022.

Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana Diktum
KESATU adalah dalam rangka penanganan Siaga
Darurat Bencana Banjir, Gelombang Pasang Laut (ROB)
dan Angin Puting Beliung di Kota Banjarmasin yang
berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung sejak
tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18
Maret 2022.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (DIPA BNPB) Tahun Anggaran 2021-2022,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021-2022 dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021-2022 serta sumber
anggaran sah lainnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal © Descaber 2021
WALI KOTA BANJARMASIN
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IBNU SINA



